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RUU JABATAiNiHA'KIM:
Banyak Duplikasi dari
Undang—undang Lain

JAKARTA, KOMPAS — Man-
tan hakim, Asep Iwan Iriawan,
menyoroti sejumlah substansi di
dalam draf Rancangan Un-
dang-Undang Jabatan Hakim
yang akan segera dibahas di De-
wan - Perwakilan Rakyat seusai
masa reses berakhir. Banyak ke-
tentuan dalam RUU itu yang me-

libatan Komisi Yudisial dalam
proses perekrutan hakim.

. Batasan teknis yudisial

rupakan  duplikasi undang-un- -

dang yang sudah ada sehingga
berpotensi tumpang tindih. -

”Banyak duplikasi -pasal di
RUU Jabatan Hakim ini dengan
UU lainnya,” ujar pengajar hu-
kum pidana Universitas Trisakti,
Jakarta, Asep Iwan Iriawan, da-
lam Forum Legislasi yang me-
ngupas RUU Jabatan Hakim, di
Jakarta, Kamis (10/11).

‘Mantan hakim itu memper-
tanyakan keinginan DPR ber-
sama  pemerintah _membahas
RUU tersebut. Menurut dia, ba-

‘nyak ketentuan mengenai hakim

di dalam RUU tersebut yang se-

kuasaan Kehakiman, UU Mah-
kamah Agung (MA), UU Per-
adilan Umum, dan UU Peradilan
Agama. ' >

' Oleh karena itu, ia mengu-
sutkan agar DPR menyusun ko-
difikasi UU MA dan badan-badan

| peradilan di lingkungan MA da-

ripada membuat UU Jabatan Ha-
kim. Dalam kodifikasi itu, materi
baru yang terdapat di RUU bisa

Anggota Komisi III DPR dari
Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu,
mengatakan, pihaknya - menar-

getkan RUU Jabatan Hakim da-

pat disahkan sebelum akhir ta-
hun 2016.

Untuk itu, setiap masukan dari
masyarakat akan dipertimbang-
kan. Namun, ia menegaskan,
DPR bersama pemerintah ingin
mengesahkan RUU tersebut un-
tuk mendorong perbaikan kiner-
ja hakim. :

Materi RUU Jabatan Hakim
yang mengarah ke tujuan itu sa-
lah satunya terkait status jabatan
hakim yang akan ditetapkan se-
bagai pejabat negara. Selain itu,

| RUU juga akan mengatur pe-
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KY, : kemarin, menggelar
diskusi yang salah satunya mem-
bahas batasan  definisi  dan
batasan antara teknis yudisial
dan kode etik hakim. Selama ini,
permasalahan itu sering menjadi .
perdebatan antara MA dan KY.
Permasalahan serupa ternyata

.juga terjadi antara MA dan KY di

beberapa negara di dunia.

Beberapa negara mendefi-
nisikan secara konkret dan mem-
buat aturan khusus yang men-
jabarkan: batasan-batasan itu
untuk menghindari = adanya
perselisihan antara MA dan KY
dalam pelaksanaan peran ma-
sing-masing. !

”Di negara kami, KY berperan
untuk menerima komplain-kom-
plain mengenai praktik peradilan

_dan peran hakim dalam meme-
benarnya sudah ada di UU Ke-

riksa perkara. KY di' New South
Wales:memiliki dua cabang. Ca-

‘bang pertama menggunakan me-

kanisme banding, dan cabang ke-
dua menggunakan sistem pela-
poran keluhan dengan melihat-

ada atau tidaknya pelanggaran

hakim dalam pelaksanaan kode
etik,” kata Margaret Beazley, Pre-
sident of The New South Wales
Court of Appeal, Australia.
Marla' N Greenstein, Eexecu-

| tive Director Alaska Commission

on Judicial Conduct; AS menga-
takan, untuk memisahkan peran
KY dan MA dalam pelanggaran
hakim, biasanya institusi tem-
patnya bekerja membuat sema-
cam daftar pertanyaan guna
mengukur sejauh mana suatu
persoalan itu menyangkut urus-
an pribadi hakim, pelaksanaan. .
kode etik, ataukah persoalan itu
justru lebih menekankan pada
aspek-aspek pertimbangan hu-
kum hakim dalam menangani
perkara. ;
Kendati  demikian, tambah
Greenstein, ada problem-pro-
blem irisan yang membuat teknis
yudisial dan persoalan etik itu
§a1i;1g\$eririsan. (APA/REK)



